BAB1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah melalui kebijakan desentralisasi telah

memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk

ah terhadap
engurangi

keputusan

membentuk
eningkatnya
pparansi  dan
pertanggungjawaban  kepa¥ eningkatnya kepedulian dan
keterlibatan masyarakat, serta meningkatnya efisiensi dan efektivitas dalam
pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan layanan publik (Mahmudi,
2010).

Menurut Djufri Rays Pattilouw (2018), upaya mengoptimalkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemandirian



daerah serta memperkuat fondasi keuangan daerah, karena PAD menjadi salah
satu indikator penting dalam menilai kemampuan dan kemandirian suatu
daerah. Rendahnya pendapatan dari PAD masih menjadi kendala yang perlu
segera ditinjau secara serius oleh setiap pemerintah daerah guna meningkatkan
kualitas pelayanan dan penyediaan fasilitas bagi masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan dapn Aset Daerah (BPKAD) memegang

alam upaya
pendapatan
hjak daerah,
a berbagai

ncerminkan

tingkat gunan dan
pelayai angan dari
pemeri

Pe gung jawab
dalam dapatan dari
berbagai {8 . ihif KA S ghengelola aset
milik dae e : atan tambahan

untuk mendukung keuangan daerah.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas

pembantuan. Tujuan dari hal ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan



masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan, serta
partisipasi masyarakat, yang diwujudkan melalui pemberian otonomi yang luas
kepada daerah. Dengan adanya otonomi yang luas serta penerapan prinsip-
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta

pemanfaatan potensi dan keragaman daerah, pemerintah daerah diharapkan

pusat dan
ola sumber
ran penting

kan sesuai

ida daerah,
Aacrah dalam
satu  sisK ahank hddiddhl AONsh 8 falam rangka

% berkewajiban
mengalokasikan anggaran melalui APBD, khususnya pada belanja modal.
Belanja ini dapat diarahkan pada sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan,
dan transportasi agar manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh
masyarakat. Salah satu langkah penting dalam mewujudkan otonomi daerah

yang mandiri dan bertanggung jawab dalam pembiayaan serta pembangunan



adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber
pendapatan yang dikumpulkan oleh daerah berdasarkan ketentuan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. Tujuannya adalah memberikan otoritas kepada
daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi sesuai dengan potensi yang

dimilikinya (Yunita, 2021).

oung jawab

pendapatan,

. E‘ fdalah dengan

ektivitas ini berarti
BPKAD harus mampu menjamin bahwa pajak daerah, seperti pajak hotel,
restoran, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dapat dipungut secara
maksimal dari para wajib pajak.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran

sentral dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan



keuangan daerah. Transparansi di sini berarti seluruh informasi mengenai
anggaran, pengeluaran, serta penerimaan daerah disajikan secara terbuka
kepada masyarakat. Melalui keterbukaan ini, publik dapat mengetahui secara
jelas bagaimana pemerintah daerah mengelola dana yang diperoleh, termasuk

dari sumber-sumber seperti pajak.
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(PAD) Pemerintah Kota Padang”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BPKAD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Pemerintah Daerah Kota Padang?



2. Apa saja kendala yang dihadapi BPKAD dalam melaksanakan perannya
untuk meningkat pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Kota Padang?

3. Bagaimana solusi mengatasi kendala BPKAD dalam melaksanakan
perannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah
Kota Padang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisag

mengetahui  peran tkan PAD

b. 3PKAD d blaksanakan

nitah Daerah

bendaharaan

pemahaman
penulis tentang pers as1 PAD pemerintah kota
padang.

2. Bagi instansi, Terjalinnya hubungan baik serta pertukaran informasi dari
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.



3. Bagi masyarakat, untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman
terkait penerapan denda pada peran BPKAD dalam optimalisasi PAD
pemerintah kota padang.

1.4 Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

ield Research) yang
bers nghasilkan
gam orang dan
peri iptif. Data
yang Research)
2. Datz
L.
a

Padang yang berkatta ran BPKAD dalam Optimalisasi
PAD Pemerintah Kota Padang.
b. Data Sekunder

Diperoleh dengan membaca buku, jurnal, website yang

berkaitan dengan yang dibahas dan mendokumentasikan file — file,



arsip — arsip dan brosur, catatan dan hal — hal yang dianggap penting
yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
3. Studi Pustaka
Pencarian data melalui internet dilakukan dengan mencari bahan-

bahan pendukung lainnya melalui situs-situs terkait dan mengunjungi

Mencakup pendNee getlari latar belakang permasalahan,
rumusan, serta tujuan dilakukan magang, waktu pelaksanaan, dan
sistematikanya dalam penyusunan laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI
Membahas mengenai pengertian Peran, pengertian peran menurut

para ahli, dan jenis — jenis peran, pengertian optimalisasi, dan



pengertian optimalisasi menurut para ahli, dan peran BPKAD
dalam optimalisasi PAD
BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Berisikan profil BPKAD Kota Padang, visi dan misi BPKAD

Kota Padang, tugas dan fungsi BPKAD Kota Padang

BAB IV : PEMBAHASAN

penelitian
erah (PAD)

An  magang



